pidananya harus lebih berat, dengan demikian akan dapat memberikan

keadilan bagi rakyat.

B. Saran-saran

1. Bagi hakim yang mengadili perkara pidana korupsi, maka harus lebih me-
mahami unsur-unsur untuk membuktikan pasal Undang-Undang Pem-
berantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut
Umum, sehingga dapat tepat menerapkan pasal untuk menjerak pelaku
tindak pidana korupsi;

2. Bagi legislator, perlu membuat terobosan hukum untuk memberikan efek
jera bagi koruptor. Hukuman kurungan penjara selayaknya dimaksimalkan
dan ditambahi dengan hukuman-hukuman yang lain, seperti pemiskinan,

pencabutan hak politik, hak sosial, hak finansial, bahkan sanksi sosial.
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